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KATA PENGANTAR 

 

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas tahun 2024 disusun 

sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (LAKIN), serta Nota Dinas 

Direktur Jenderal Pajak nomor ND-4/PJ/2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 

2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 

LAKIN ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Cicadas dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditentukan yang dijabarkan 

dalam sasaran strategis, indikator kinerja utama, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan. Sasaran 

Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang merupakan Cascade dari Kemenkeu-One dan Kemenkeu-

Two, dan milik Kemenkeu-Three sendiri, serta Non-Cascade Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 

Utama Kemenkeu-Three sendiri, yang selanjutnya diturunkan (cascade) ke masing-masing seksi. 

Untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program serta kegiatan yang 

telah direalisasikan perlu dibuat Laporan yang terukur secara kuantitatif dalam bentuk LAKIN ini. 

Harapan kami, semoga laporan ini dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas serta 

transparan bagi semua pihak (stakeholder) yang berkepentingan dan sekaligus menjadi bahan evaluasi 

internal di jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. 

 

Bandung,    Januari 2025 

Kepala Kantor 

  
  
  
  
  
  
   Ditandatangani secara elektronik  

 

    Joni Isparianto 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 

781 Bandung yang mulai menerapkan Sistem Administrasi Modern sejak tanggal 28 Agustus 2007  

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor  KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007. 

 
A. Gambaran Umum 

1. Tugas dan Fungsi 

Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK.01/2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Bandung 

Cicadas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan 

hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan 

melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, KPP Pratama Bandung Cicadas 

menyelenggarakan fungsi: 

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak; 

b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP; 

c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak; 

d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; 

e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan; 

g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun 

masyarakat; 

h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak; 

i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan; 

j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan; 

k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; 

l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal; 

m. pemutakhiran basis data perpajakan; 

n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; 

o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; 

p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; 

q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak; 

r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; 

s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan 
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t. pelaksanaan administrasi kantor. 

2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi di KPP Pratama Bandung Cicadas terdiri atas: 

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; 

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data; 

c. Seksi Pelayanan; 

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; 

e. Seksi Pengawasan I; 

f. Seksi Pengawasan II; 

g. Seksi Pengawasan III; 

h. Seksi Pengawasan IV; 

i. Seksi Pengawasan V; 

j. Seksi Pengawasan VI; dan 

k. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Cicadas 

 

 

 

3. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Jumlah pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas sampai dengan 

akhir tahun 2024 adalah sebanyak 101 orang, dengan rincian di setiap seksi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Seksi Pengawasan 

I (Sarip) 

 

Seksi Pengawasan II 

(Agus Budirahardjo) 

Seksi Penjamin 

Kualitas data 

(Ahmad Tarwi) 

Seksi Pengawasan 
V 

(Harmini) 

Seksi 

Pengawasan VI 

(Joko Susilo) 
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No Seksi Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah 

1 Kepala Kantor   1 1 

2 Seksi Pelayanan 5 14 1 20 

3 Seksi Penjamin Kualitas Data 3  1 4 

4 Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan 1 8 1 10 

5 Seksi Pengawasan I 1 5 1 7 

6 Seksi Pengawasan II  6 1 7 

7 Seksi Pengawasan III 1 6 1 8 

8 Seksi Pengawasan IV 1 6 1 8 

9 Seksi Pengawasan V  6 1 7 

10 Seksi Pengawasan VI 1 5 1 7 

11 Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 5 4  9 

12 Fungsional Pemeriksa Pajak 2 8 3 13 

 Jumlah 30 63 10 101 
 

 

Sementara itu, persebaran pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas 

berdasarkan jabatan dapat dijabarkan menjadi: 

a. Kepala Kantor 1 orang 

b. Kepala Subbagian 1 orang 

c. Kepala Seksi 9 orang 

d. Fungsional Pemeriksa Pajak 13 orang 

e. Fungsional Penyuluh 4 orang 

f. Asisten Fungsional Penyuluh 3 orang 

g. Asisten Fungsional Penilai 1 orang 

h. Account Representative 34 orang 

i. Juru Sita 3 orang 

j. Bendaharawan 1 orang 

k. Administrator Sistem 1 orang 

l. Pelaksana 32 orang 

 

4. Wilayah Kerja 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas mempunyai wilayah kerja yang terdiri dari 

10 (sepuluh) kecamatan, 41 (empat puluh satu) kelurahan dengan rincian: 

No. Kecamatan Jumlah Kelurahan 

1 Antapani 4 kelurahan 

2 Arcamanik 4 kelurahan 

3 Buahbatu 4 kelurahan 

4 Cibiru 4 kelurahan 

5 Cinambo 4 kelurahan 

6 Gedebage 4 kelurahan 

7 Kiaracondong 6 kelurahan 
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No. Kecamatan Jumlah Kelurahan 

8 Mandalajati 4 kelurahan 

9 Panyileukan 4 kelurahan 

10 Rancasari 4 kelurahan 

11 Ujungberung 5 kelurahan 

 

 

Peta Wilayah KPP Pratama Bandung Cicadas 

 

Berdasarkan pengawasannya, wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas 

dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan. Tugas 

pengawasan atas Wajib Pajak Strategis diemban oleh Seksi Pengawasan I, sedangkan Wajib 

Pajak Kewilayahan diawasi oleh Seksi Pengawasan II, III, IV, V, dan VI. 

Berdasarkan Masterfile Wajib Pajak per Desember 2024, Wajib Pajak Strategis yang terdaftar 

di KPP Pratama Bandung Cicadas adalah sebanyak 510 wajib pajak, yang diawasi oleh 5 (lima) 

Account Representative. Dari Masterfile yang sama, Wajib Pajak Kewilayahan di KPP Pratama 

Bandung Cicadas berjumlah 351.574 wajib pajak yang diawasi oleh 34 Account Representative 

berdasarkan wilayah kerjanya. Adapun wilayah kerja tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

Jatihandap 

Karang 

Pamulang 

Pasir 

Impun 

Sindang 

Jaya Pasir 

Endah 

Cigending 

Pasir 

Wangi 

Pasir 

Jati 

Pasanggrahan 

Cisurupan 

Palasari 

Cipadung 

Pasirbiru 

Cicaheum 

Babakan 

Surabaya 

Bbk 

Sari 
Keb 

Jayanti 

Sukapura 

Keb 

Kangkung 

Antapani 

Kulon 

Antapani 

Wetan 

Antapani 

Tengah 

Antapani 

Kidul 

Sukamiskin 

Cisaranten 

Bina Harapan 

Cisaranten 

Kulon 

Cisaranten 

Endah 

Pakemitan 

Cisaranten 

Wetan 

Sukamulya 
Cipadung 

Kulon 

Babakan 

Penghulu 

Mekar 

Mulya 
Cipadung 

Wetan 

Cipadung 

Kidul 

Jatisari 

Sekejati 

Margasari 

Cijaura 

Manjahlega 

Cipamokolan 

Mekarjaya 
Derwati 

Cisaranten 

Kidul Cimincrang 

Rancabolang 

Rancanumpang 
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Kecamatan Kelurahan AR 

BUAHBATU MARGASARI Falentina Della Januar Tri Indriyati 

BUAHBATU SEKEJATI Brian Erlangga 

MANDALAJATI JATIHANDAP Priska Tinneta Astriani 

MANDALAJATI KARANG PAMULANG Raditiya Sukma Prabowo 

PANYILEUKAN CIPADUNG KIDUL Dwi Heriyanto 

PANYILEUKAN CIPADUNG KULON Muhammad Royani 

CINAMBO CISARANTEN WETAN Raditiya Sukma Prabowo 

CINAMBO PAKEMITAN Muhammad Royani 

RANCASARI CIPAMOKOLAN Mas Mochammad Ramdhani 

RANCASARI MEKARMULYA Donny Heru Prasetyo 

RANCASARI Mekarjaya Donny Heru Prasetyo 

RANCASARI Mekarmulya/Mekarjaya Donny Heru Prasetyo 

ARCAMANIK SUKAMISKIN Denny Riandana 

ARCAMANIK CISARANTEN BINA HARAPAN Resti Purwanti 

KIARACONDONG BABAKAN SARI Suanta 

KIARACONDONG BABAKAN SURABAYA Izdihar Shasti Rahiswari 

KIARACONDONG SUKAPURA Resti Purwanti 

UJUNGBERUNG PASIR ENDAH Donny Heru Prasetyo 

UJUNGBERUNG PASIRJATI Izdihar Shasti Rahiswari 

UJUNGBERUNG PASIRWANGI Suanta 

RANCASARI DERWATI Riya Adriya Adril 

RANCASARI MANJAHLEGA Agung Surjiman 

CIBIRU CIPADUNG Sawiyanto 

CIBIRU PALASARI Sawiyanto 

UJUNGBERUNG CIGENDING Muhammad Yefrodentha Yuno 

UJUNGBERUNG PASANGGRAHAN Jenar Rahaji Resmi Wijati 

CINAMBO BABAKAN PENGHULU Riya Adriya Adril 

CINAMBO SUKAMULYA Muhammad Yefrodentha Yuno 

ANTAPANI ANTAPANI KIDUL Sinta Mauli 

ANTAPANI ANTAPANI WETAN Jenar Rahaji Resmi Wijati 

ARCAMANIK CISARANTEN ENDAH Emma Dyah Anindita 

ARCAMANIK CISARANTEN KULON Febri Yanto 

KIARACONDONG CICAHEUM Gigeh Hari Prastowo 

KIARACONDONG KEBON JAYANTI Gigeh Hari Prastowo 

KIARACONDONG KEBON KANGKUNG Febri Yanto 

GEDEBAGE RANCABOLANG Dwi Wahyu Rachmadi 

GEDEBAGE CISANTREN KIDUL Sorta Lidya Meriana Tampubolon 

GEDEBAGE CISARANTEN KIDUL Sorta Lidya Meriana Tampubolon 

ANTAPANI ANTAPANI KULON Doris Pramadian 

ANTAPANI ANTAPANI TENGAH Doris Pramadian 

BUAHBATU CIJAURA Mahmud Marwindi 

BUAHBATU JATI SARI Fabian Rachim 

BUAHBATU JATISARI Fabian Rachim 

MANDALAJATI PASIR IMPUN Anindya Kusuma 

MANDALAJATI SINDANG JAYA Rosdiana 

PANYILEUKAN CIPADUNG WETAN Mahmud Marwindi 
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PANYILEUKAN MEKAR MULYA Anindya Kusuma 

CIBIRU CISURUPAN Dera Triyulia Sari 

CIBIRU PASIR BIRU Rosdiana 

GEDEBAGE CIMENERANG Dera Triyulia Sari 

GEDEBAGE CIMINCRANG Dera Triyulia Sari 

GEDEBAGE RANCANUMPANG Rosdiana 

 

Selain kegiatan pengawasan, KPP Pratama Bandung Cicadas juga melaksanakan fungsi 

penagihan pajak. Kegiatan penagihan ini dilakukan oleh Juru Sita Pajak KPP Pratama Bandung 

Cicadas. Di akhir tahun 2024, terdapat 3 (tiga) Juru Sita Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas 

yang membawahi wilayah: 

 

 

KecamatanCA1:C48 Kelurahan Juru Sita  

BUAHBATU SEKEJATI Rizianita Permatasari 

BUAHBATU JATISARI Rizianita Permatasari 

BUAHBATU JATI SARI Rizianita Permatasari 

BUAHBATU MARGASARI Rizianita Permatasari 

BUAHBATU CIJAURA Rizianita Permatasari 

PANYILEUKAN MEKAR MULYA Rizianita Permatasari 

PANYILEUKAN CIPADUNG KIDUL Rizianita Permatasari 

PANYILEUKAN CIPADUNG KULON Rizianita Permatasari 

PANYILEUKAN CIPADUNG WETAN Rizianita Permatasari 

CINAMBO PAKEMITAN Rizianita Permatasari 

CINAMBO CISARANTEN WETAN Rizianita Permatasari 

CINAMBO SUKAMULYA Rizianita Permatasari 

CINAMBO BABAKAN PENGHULU Rizianita Permatasari 

ARCAMANIK CISARANTEN KULON Wawan Hendrawan 

ARCAMANIK CISARANTEN ENDAH Wawan Hendrawan 

ARCAMANIK SUKAMISKIN Wawan Hendrawan 

ARCAMANIK CISARANTEN BINA HARAPAN Wawan Hendrawan 

ANTAPANI ANTAPANI KIDUL Wawan Hendrawan 

ANTAPANI ANTAPANI KULON Wawan Hendrawan 

ANTAPANI ANTAPANI TENGAH Wawan Hendrawan 

ANTAPANI ANTAPANI WETAN Wawan Hendrawan 

RANCASARI CIPAMOKOLAN Rizianita Permatasari 

RANCASARI MANJAHLEGA Rizianita Permatasari 

RANCASARI DERWATI Rizianita Permatasari 

RANCASARI MEKARJAYA Rizianita Permatasari 

RANCASARI MEKARMULYA Rizianita Permatasari 
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KecamatanCA1:C48 Kelurahan Juru Sita  

MANDALAJATI JATIHANDAP Wawan Hendrawan 

MANDALAJATI SINDANGJAYA Wawan Hendrawan 

MANDALAJATI SINDANG JAYA Wawan Hendrawan 

MANDALAJATI PASIRIMPUN Wawan Hendrawan 

MANDALAJATI PASIR IMPUN Wawan Hendrawan 

MANDALAJATI KARANG PAMULANG Wawan Hendrawan 

GEDEBAGE CISARANTEN KIDUL Rizianita Permatasari 

GEDEBAGE CISANTREN KIDUL Rizianita Permatasari 

GEDEBAGE CIMINCRANG Rizianita Permatasari 

GEDEBAGE CIMENERANG Rizianita Permatasari 

GEDEBAGE RANCANUMPANG Rizianita Permatasari 

GEDEBAGE RANCABOLANG Rizianita Permatasari 

UJUNGBERUNG CIGENDING Wawan Hendrawan 

UJUNGBERUNG PASIR ENDAH Wawan Hendrawan 

UJUNGBERUNG PASIR WANGI Wawan Hendrawan 

UJUNGBERUNG PASIRWANGI Wawan Hendrawan 

UJUNGBERUNG PASIRJATI Wawan Hendrawan 

UJUNGBERUNG PASANGGRAHAN Wawan Hendrawan 

CIBIRU CIPADUNG Wawan Hendrawan 

CIBIRU PASIR BIRU Wawan Hendrawan 

CIBIRU PALASARI Wawan Hendrawan 

CIBIRU CISURUPAN Wawan Hendrawan 

KIARACONDONG CICAHEUM Wawan Hendrawan 

KIARACONDONG SUKAPURA Wawan Hendrawan 

KIARACONDONG BBK SARI Wawan Hendrawan 

KIARACONDONG BABAKAN SARI Wawan Hendrawan 

KIARACONDONG BABAKAN SURABAYA Wawan Hendrawan 

KIARACONDONG KEB KANGKUNG Rizianita Permatasari 

KIARACONDONG KEBON KANGKUNG Rizianita Permatasari 

KIARACONDONG KEB JAYANTI Wawan Hendrawan 

KIARACONDONG KEBON JAYANTI Wawan Hendrawan 

 

B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis 

Pada tahun 2024, KPP Pratama Bandung Cicadas merupakan penyumbang penerimaan pajak 

dengan capaian tertinggike 7 dari 16 KPP se-Kanwil Jawa Barat I, dengan realisasi penerimaan 

pajak sebesar Rp1.483.751.136.749 dari target penerimaan Rp 1.451.465.866.808. Capaian 

penerimaan pajak KPP Pratama Bandung Cicadas ada pada angka 100.12% dengan pertumbuhan 

sebesar 4.46% dari tahun 2023. 

Selain itu, target penyampaian SPT Tahunan KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2024 

tercapai, dengan realisasi 103,76%. Besarnya usaha dan kerja keras dari para pegawai KPP 

Pratama Bandung Cicadas untuk mengajak para wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya agar 

target penyampaian SPT Tahunan KPP Pratama Bandung Cicadas ini tercapai. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga penghimpun penerimaan negara, memiliki peran 

penting di dalam pemerintahan karena lebih dari 70% penerimaan negara bersumber dari penerimaan 

pajak. Jumlah porsi penerimaan pajak yang besar membuat keterlibatan pajak dalam pembangunan 

negara sangat erat, sehingga seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar terhadap DJP sebagai 

otoritas perpajakan Indonesia untuk menghimpun penerimaan secara optimal. DJP telah melakukan 

beberapa survei yang melibatkan responden internal dan eksternal untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat dan kepuaasan yang tinggi atas pengguna layanan. Responden dari survei internal adalah 

seluruh pegawai DJP di seluruh Indonesia. Sedangkan survei eksternal melibatkan responden 

eksternal dari berbagai pihak, seperti wajib pajak, konsultan pajak, dan tokoh masyarakat. 

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana 

Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas 

dalam menyusun visi, misi, dan Rencana Strategisnya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 

induk organisasi Direktorat Jenderal Pajak. 

 
A. Visi 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Visi DJP adalah Menjadi Mitra Terpercaya 

Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan 

Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka 

mendukung Visi Kementerian Keuangan: ‘Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk 

Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan’. 

Dalam pernyataan Visi tersebut ditegaskan, bahwa: DJP ingin memenuhi tujuan menghimpun 

penerimaan negara dengan memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP 

menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh stakeholder. DJP 

mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi 

komitmen kepada stakeholder. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan 

eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi 

perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas 

dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 

berlaku. Penyelenggraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa 

perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (Copmliance Risk Menagement), perlakuan adil 

dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban 

wajib pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi 

pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia maupun 

penegakan aturan kepegawaian yang konsisten. 
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B. Misi 

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal 

yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui 

pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif: dan mengembangkan 

proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. 

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas mengacu pada misi Direktorat Jenderal 

Pajak, sehingga misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas adalah: 

a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; 

b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan 

pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan 

c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan 

kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan bermotivasi. 

Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk 

menghimpun pajak masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah demi kemakmuran rakyat. 

Peran DJP tersebut dijalankan dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, dan 

diterapkan secara adil dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan. Sistem administrasi 

tersebut diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal 

dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. 

 
C. Nilai-Nilai 

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak berpedoman pada Nilai-nilai 

Kementerian Keuangan sebagai berikut: 

a. Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang 

teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral; 

b. Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh 

tanggung jawab dan komitmen yang tinggi; 

c. Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta 

kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan kerja yang 

bermanfaat dan berkualitas; 

d. Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang 

dilakukan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman; 

e. Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan 

memebrikan yang terbaik. 

 
D. Tujuan 

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu yang akan 

dicapai dalam kurun waktu tertentu. Adapun tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Cicadas adalah pencapaian target penerimaan pajak tahun 2024. Target penerimaan tahun 2024 

ada pada angka Rp 1.449.724.213.000. 
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E. Sasaran Strategis 

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara 

nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Strategis merupakan bagian integral dalam proses 

perencanaan strategis. Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas tertuang dalam 

Kontrak Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas tahun 2024, yaitu: 

a. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal; 

b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi; 

c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi; 

d. Edukasi dan pelayanan yang efektif; 

e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif; 

f. Pengawasan kepatuhan material yang efektif; 

g. Penegakan hukum yang efektif; 

h. Data dan Informasi yang berkualitas; 

i. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif; 

j. Organisasi yang berkinerja tinggi; 

k. Pengelolaan Keuangan yang optimal. 

 
F. Penetapan Kinerja 

Untuk mengetahui pencapaian Sasaran Strategis, perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai 

indikator keberhasilan, di mana nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan 

target. Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak disusun oleh Sekretariat 

Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam 

pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, 

arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam 

penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, 

Hapus, maupun Perbaikan. Indikator Kinerja Utama (IKU), juga tertuang dalam Kontrak Kinerja 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. IKU beserta target tahun 2024 Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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    BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas memiliki Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 

tahun 2024 sebesar 108.58. NKO tersebut merupakan hasil akumulasi penghitungan 4 (empat) Peta 

Strategi berbasis Balanced Scorecard yang diterapkan Kementerian Keuangan sebagai kerangka 

kerja organisasi. Keempat Peta Strategi tersebut yaitu: 

1. Stakeholder Perspective, 

2. Customer Perspective, 

3. Internal Process Perspective, 

4. Learning & Growth Perspective. 

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, 4 (empat) Peta Strategi di atas terbagi 

menjadi 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) yang terdiri dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama 

(IKU), yang masing-masing memiliki target selama setahun. Capaian IKU didapat dari realisasi 

masing-masing IKU tersebut dibandingkan dengan target. Capaian IKU tersebut kemudian dijadikan 

dasar perhitungan NKO. Capaian IKU pada tahun 2024 dinilai dalam angka indeks dan bukan dalam 

persentase seperti tahun-tahun sebelumnya. 

1. SS penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal memiliki 2 (dua) IKU yaitu IKU 

persentase realisasi penerimaan pajak dan IKU persentase realisasi pertumbuhan 

penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, dengan realisasi: 

 

 

a. Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Bandung Cicadas pada akhir tahun 2024 

adalah sebesar Rp 1.451.465.866.808,- dari target sebesar Rp 1.449.724.213.000,-. 

Persentase realisasi IKU penerimaan pajak adalah sebesar 100.12% dengan capaian 

100.12. Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada 

tahun 2023 yang sebesar 107.25%. KPP Pratama Bandung Cicadas telah melakukan 

upaya-upaya demi tercapainya target IKU penerimaan pajak, antara lain dengan 

menerbitkan STP Pengawasan, melakukan pengawasan pembayaran masa khususnya 

terhadap wajib pajak yang termasuk ke dalam 1.500 besar, melakukan himbauan 

pemenuhan kewajiban perpajakan di awal tahun, dan memperbanyak sosialisasi 

perpajakan untuk wajib pajak. KPP Pratama Bandung Cicadas juga telah menyusun 
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Rencana Aksi Mitigasi Risiko untuk tahun 2024 dengan cara menerbitkan STP 

Pengawasan dan SP2DK. 

b. Persentase realisasi IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto adalah sebesar 96.36% 

dengan capaian 96.36. Capaian tersebut mengalami penurunan dari 111.08% tahun 

2023, setelah sebelumnya turun dari tahun 2022 yaitu 103.88%. KPP Pratama Bandung 

Cicadas telah melakukan upaya-upaya demi tercapainya target IKU pertumbuhan 

penerimaan pajak bruto, antara lain dengan melakukan pemanfaatan dan/atau tindak 

lanjut atas keterangan, data, atau informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun 

eksternal, dan mencari dan/atau mengumpulkan data atau informasi wajib pajak dengan 

melakukan kegiatan pengawasan dan penggalian potensi dalam rangka pembuatan atau 

pemutakhiran profil. KPP Pratama Bandung Cicadas melaksanakan Rencana Aksi yang 

sama untuk memitigasi tidak tercapainya IKU ini. 

2. SS kepatuhan tahun berjalan yang tinggi memiliki 2 (dua) IKU yaitu IKU Persentase realisasi 

penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Persentase capaian 

tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, dengan 

realisasi:  

KODE 
IKU 

NAMA IKU 
REALISASI 

GAP 
% Angka Mutlak 

2a-CP 
Persentase realisasi penerimaan 
pajak dari kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM) 

100.09% 

                         
1.346.183.990  

0.56% 
                         

1.345.027.925  

2b-CP 

Persentase capaian tingkat 

kepatuhan penyampaian SPT 

Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 

dan Orang Pribadi 

 

102.31% 

83.373 

2.31% 

 81.491 

 

a. Realisasi IKU PPM KPP Pratama Bandung Cicadas pada akhir tahun 2024 adalah 

sebesar Rp 1.346.183.990 dari target sebesar Rp 1.345.027.925. Persentase realisasi 

IKU ini adalah sebesar 102.31% dengan capaian 102.31. Capaian IKU ini mengalami 

penurunan dari capaian tahun 2023 yang sebesar 110.64%. KPP Pratama Bandung 

Cicadas telah melakukan upaya-upaya demi tercapainya target IKU penerimaan pajak, 

antara lain dengan melakukan himbauan pemenuhan kewajiban perpajakan di awal 

tahun, dan memperbanyak sosialisasi perpajakan untuk wajib pajak. KPP Pratama 

Bandung Cicadas juga telah menyusun Rencana Aksi Mitigasi Risiko untuk tahun 2024 

dengan cara menerbitkan STP Pengawasan dan SP2DK dengan target masing-masing 

sebesar 3.547 dan 998 serta realisasi sebesar 13.621STP dan 1408 SP2DK.  

b. Realisasi IKU penyampaian SPT Tahunan KPP Pratama Bandung Cicadas pada akhir 

tahun 2024 adalah sebesar 83.373 SPT dari target sebesar 81.491 SPT. Persentase 
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realisasi IKU ini adalah sebesar 102.31% dengan capaian 102.31. Capaian tersebut 

mengalami penurunan dari capaian pada tahun 2023 yang sebesar 103.76%. KPP 

Pratama Bandung Cicadas telah melakukan upaya-upaya demi tercapainya target IKU 

penyampaian SPT Tahunan, antara lain dengan melakukan pemantauan dan penelitian 

pembayaran masa di tahun berjalan secara berkala, dan menghubungi wajib pajak terkait 

belum adanya pembayaran dan pelaporan masa pajak berjalan baik melalui telepon 

ataupun chat Whatsapp. KPP Pratama Bandung Cicadas juga telah menyusun Rencana 

Aksi Mitigasi Risiko untuk tahun 2024 dengan cara menerbitkan Surat Teguran. KPP 

Pratama Bandung Cicadas masih menetapkan Rencana Aksi untuk mencapai IKU ini di 

tahun 2024 dengan cara menyampaikan himbauan penyampaian SPT Tahunan tepat 

waktu, menempatkan Mobile Tax Unit (MTU) pada kantor kecamatan yang tingkat 

kepatuhannya rendah, mengoptimalkan Whatsapp blast dan media social kantor dalam 

upaya himbauan penyampaian SPT Tahunan, menyampaikan himbauan pembuatan 

1721 A1 dan A2 kepada pemberi kerja, menginstruksikan Account Representative untuk 

menguasai wilayahnya, dan melakukan pendekatan kepada camat, lurah, dan ketua RT, 

sehingga informasi mengenai kewajiban pelaporan dapat tersampaikan hingga ke rumah-

rumah. 

3. SS kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi memiliki 1 (satu) IKU yaitu IKU persentase 

realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), dengan 

realisasi: 

KODE IKU NAMA IKU 
REALISASI 

GAP 
% Angka Mutlak 

3a-CP 
Persentase realisasi penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material 
(PKM) 

100.56 105.281.875.878 0.56% 

 

Realisasi IKU PKM KPP Pratama Bandung Cicadas pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 

Rp 105.281.875.878  dari target sebesar Rp 104.696.288.000. Persentase realisasi IKU ini 

adalah sebesar 100.56% dengan capaian 100.56. Realisasi IKU ini mengalami kenaikan dari 

capaian tahun 2023 yang sebesar 49.43%. KPP Pratama Bandung Cicadas telah melakukan 

upaya-upaya demi tercapainya target IKU penerimaan pajak, antara lain dengan 

menerbitkan STP Pengawasan, melakukan himbauan pemenuhan kewajiban perpajakan di 

awal tahun, dan memperbanyak sosialisasi perpajakan untuk wajib pajak. 

KPP Pratama Bandung Cicadas telah menyusun Rencana Aksi Mitigasi Risiko untuk tahun 

2024 dengan cara menerbitkan STP Pengawasan dan SP2DK. Rencana Aksi KPP Pratama 

Bandung Cicadas untuk memitigasi Risiko tidak tercapainya IKU ini untuk tahun 2024 adalah 

dengan menerbitkan STP Pengawasan, melakukan kegiatan penggalian potensi sebelum 

tahun berjalan, serta melakukan Rapat Pembinaan Kantor dan Seksi. 
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4. SS edukasi dan pelayanan yang efektif memiliki 2 (dua) IKU yaitu IKU persentase perubahan 

perilaku bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dan IKU Indeks kepuasan pelayanan 

dan efektivitas penyuluhan, dengan realisasi: 

KODE 
IKU 

NAMA IKU 
REALISASI 

GAP 
% Angka Mutlak 

4a-CP 
Persentase perubahan perilaku lapor dan 
bayar atas kegiatan edukasi dan 
penyuluhan 

88.8% 
  

14.9% 
  

4b-N 
Indeks kepuasan pelayanan dan 
efektivitas penyuluhan 

111.48 % 
  

11.48% 

 

a. Persentase realisasi IKU persentase perubahan perilaku bayar atas kegiatan edukasi dan 

penyuluhan adalah sebesar 88.8% dengan capaian sebesar 120. Capaian IKU ini pernah 

kenaikan dari tahun 2023 dari sebesar 84%. KPP Pratama Bandung Cicadas telah 

melakukan upaya-upaya demi tercapainya target IKU persentase perubahan perilaku 

bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, antara lain dengan melaksanakan kelas 

pajak dan talkshow, melakukan live streaming di akun Youtube dan Instagram KPP 

Pratama Bandung Cicadas. 

b. Persentase realisasi IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan adalah sebesar 

111.48% dari target IKU 100%, sehingga capaian IKU berada pada angka 111.48. Capaian 

IKU ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 dengan capaian IKU sebesar 102.54%. IKU 

sifatnya hampir seluruh realisasinya bergantung pada hasil survei yang dilakukan oleh 

wajib pajak, KPP mengirimkan jumlah responden wajib pajak sebanyak yang diminta oleh 

Direktorat KITSDA sebagai penyelenggara survei. 

5. SS pengawasan pembayaran masa yang efektif memiliki 1 (satu) IKU yaitu IKU persentase 

pengawasan pembayaran masa, dengan realisasi: 

KODE 
IKU 

NAMA IKU 
REALISASI 

GAP 
% Angka Mutlak 

5a-CP 
Persentase pengawasan pembayaran 
masa 

118% 
  

28% 
  

 

Realisasi IKU ini dibagi menjadi realisasi strategis dan realisasi kewilayahan. IKU strategis 

memiliki komponen IKU berupa penerbitan STP, penelitian kenaikan PPh Pasal 25, dan 

penelitian data perpajakan. Pada tahun 2024, realisasi masing-masing komponen adalah 

Realisasi Strategis 120% dan Realisasi Kewilayahan 112,39%. 

Persentase realisasi IKU ini secara total adalah sebesar 118% dengan angka capaian 120. 

Capaian IKU ini mengalami kenaikan dari angka 107,94% di tahun 2023. Dalam upaya 

pemenuhan target IKU ini, KPP Pratama Bandung Cicadas telah menerbitkan STP, 

menerbitkan laporan kenaikan angsuran PPh Pasal 25, melakukan kegiatan ekstensifikasi, 

dan menindaklanjuti data perpajakan sesuai target angka mutlak yang telah ditentukan. 
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6. SS pengawasan kepatuhan material yang efektif memiliki 3 (tiga) IKU yaitu IKU persentase 

penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dan IKU Persentase 

pemanfaatan data selain tahun berjalan dan IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan 

Wajib Pajak KPP tepat waktu , dengan realisasi: 

KODE 
IKU 

NAMA IKU 
REALISASI 

GAP 
% Angka Mutlak 

6a-CP 
Persentase penyelesaian permintaan 
penjelasan atas data dan/atau 
keterangan 

120% 
 

20% 
 

6b-N 
Persentase pemanfaatan data selain 
tahun berjalan 

120% 
 

20% 
 

6c-N 
Efektivitas Pengelolaan Komite 
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat 
waktu 

115.87% 
 

15.87% 
 

 

a. Seperti IKU PPM pada angka 5 di atas, realisasi IKU persentase penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) juga dibagi menjadi realisasi IKU P4DK 

strategis dan kewilayahan. Komponen IKU P4DK strategis terdiri dari bobot LHPt 

strategis, serta penerbitan LHP2DK wajib pajak DPP dan LHP2DK dari SP2DK 

Outstanding. Realisasi bobot LHPt strategis hingga akhir tahun 2022 adalah sebesar 112 

dari target 101 LHPt strategis. Realisasi LHP2DK wajib pajak DPP adalah 94,30 dari 47 

LHP2DK, dan realisasi LHP2DK dari SP2DK Outstanding adalah 31 dari 34 LHP2DK. 

Realisasi IKU P4DK strategis adalah sebesar 120%. 

b. Realisasi IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan dibadi menjadi dua variable yaitu 

pemanfaatn data STP dan pemanfaatan data matching, dengan realisasi masing-masing 

variable 120%. Sehingga, realisai IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 

sebesar 120%. 

 

7. SS penegakan hukum yang efektif memiliki 3 (tiga) IKU yaitu IKU tingkat Tingkat efektivitas 

pemeriksaan dan penilaian, IKU Tingkat efektivitas penagihan, dan IKU Persentase 

penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, dengan realisasi: 

KODE 
IKU 

NAMA IKU 
REALISASI 

GAP 
% Angka Mutlak 

7a-CP 
IKU tingkat Tingkat efektivitas 
pemeriksaan dan penilaian 

119.94%   19.94% 

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan 110.65% 
  

35.65% 

7c-N 

Persentase penyampaian usul 
Pemeriksaan Bukti Permulaan 

300% 
  200% 

 

a. Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dibagi menjadi 5 variabel yaitu Persentase 

nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP, Persentase nilai 
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SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan, Persentase realisasi 

penyelesaian pemeriksaan, Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu, dan 

Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Realisasi IKU tingkat Tingkat 

efektivitas pemeriksaan adalah sebesar 100.44%. Realisasi IKU tingkat Tingkat efektivitas 

penilaian adalah sebesar 149.19%. Sehingga  IKU IKU tingkat Tingkat efektivitas 

pemeriksaan dan penilaian adalah sebesar 119.94%. 

b. Realisasi IKU tingkat efektivitas penagihan dibagi menjadi tiga variable yaitu efektivitas 

tindakan penagihan, tindaklanjut DSPC dan pencarian DSPC. Sehingga realisasi IKU 

efektivitas penagihan sebesar 110.65%. 

c. Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar 300%. 

Jumlah usulan Wajib Pajak yang disetujui oleh Kanwil DJP Jawa Barat I untuk dilakukan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah 3 wajib pajak dari target 1 wajib pajak. 

 

8. SS data dan informasi yang berkualitas memiliki 2 (dua) IKU yaitu Persentase penyelesaian 

laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dan IKU persentase 

penghimpunan data regional dari ILAP, dengan realisasi: 

KODE IKU NAMA IKU 
REALISASI 

GAP 
% 

Angka 
Mutlak 

8a-CP 
Persentase penyelesaian laporan pengamatan 
dan penyediaan data potensi perpajakan 

120%                           20% 

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 71.17% 
  

16.17% 

a. Realisasi IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data 

potensi perpajakan sebesar 120%. KPP Pratama Bandung Cicadas telah menyelesaikan 

laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sebanyak 2166 laporan 

dari target sebesar 1210 laporan. 

b. IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP terdiri dari 2 (dua) variable yaitu 

jenis data utama regional yang disampaikan dan jenis data regional lainnya yang 

disampaikan. KPP Pratama Bandung Cicadas telah menyampaikan data utama regional 

sebanyak 1 (satu) data dari target 3 (tiga) data, sedangkan untuk jenis data regional 

lainnya sudah disampaikan sebanyak 9 (Sembilan) data dari target 9 (Sembilan) data. 

Sehingga realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 

71.17% dari target 55%. 

9. SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif memiliki 3 (tiga) IKU yaitu IKU persentase 

pegawai yang memenuhi standar kompetensi, dengan realisasi: 
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KODE IKU NAMA IKU 
REALISASI 

GAP 
% 

Angka 
Mutlak 

9a-N 
Tingkat kualitas kompetensi dan 
pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM 

117.49  17.49 

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 95.47  10.47 

9c-N 
Indeks efektivitas implementasi 
manajemen kinerja dan manajemen 
risiko 

95.06                                 5.06 

 

a. Dari 11 (sebelas) Pejabat Struktural yang mengikuti Assessment Center, seluruhnya 

memenuhi JPM di atas 80%. Sedangkan dari 16 pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi 

Teknis Kenaikan Peringkat, seluruhnya dinyatakan lulus. Reliasasi Indeks Penilaian 

Integritas Unit sebesar 95.47 dari target sebesar 85 dan realisasi Indeks efektivitas 

implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 95.06 dari target 90. 

b. Realisasi IKU indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 adalah sebesar 95.47 dengan 

capaian IKU sebesar 112.32. Realisasi tersebut didapat dari hasil survei yang diadakan 

Direktorat KITSDA dengan wajib pajak KPP Pratama Bandung Cicadas sebagai 

responden survei. Capaian IKU ini mengalami kenaikan dari angka 110.16% pada tahun 

2023.  

c. Realisasi IKU persentase Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan 

manajemen risiko tahun 2024 adalah sebesar 95.06% dari target 90%. Sehingga indeks 

capaian kinerja yang dicapai sebesar 105.62.  KPP Pratama Bandung Cicadas telah 

melakukan upaya-upaya demi tercapainya target IKU persentase Indeks efektivitas 

implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, antara lain dengan 

menyampaikan undangan DKO dan konsep Laporan Capaian NKO kepada peserta 

DKO, serta mengirimkan permintaan realisasi Rencana Aksi Mitigasi Risiko ke seluruh 

seksi. 

 

10. SS pengelolaan keuangan yang akuntabel memiliki 1 (satu) IKU yaitu IKU persentase kualitas 

pelaksanaan anggaran, dengan realisasi: 

KODE IKU NAMA IKU 
REALISASI 

GAP 
% 

Angka 
Mutlak 

11a-CP 
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 
anggaran 

120%   20% 

 

Realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar 

120%, dengan capaian sebesar 120. Realisasi IKU ini didapat dari penggabungan nilai IKPA 

sebesar 96.80% dan capaian SMART sebesar 100%, dengan bobot masing-masing sebesar 

50%. Realisasi ini memenuhi target IKU sebesar 100%. Capaian IKU persentase kualitas 

pelaksanaan anggaran mengalami fluktuasi dari tahun 2022 dengan capaian sebesar 
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97.46% menjadi 94.50% di tahun 2023, lalu naik kembali di tahun 2024. KPP Pratama 

Bandung Cicadas telah melakukan upaya-upaya demi tercapainya target IKU persentase 

kualitas pelaksanaan anggaran, yaitu dengan cara memastikan pelaksanaan anggaran 

mengikuti DIPA, salah satunya dengan koordinasi dengan bagian keuangan di Kantor 

Wilayah DJP Jawa Barat I mengenai langkah-langkah menjaga nilai efisiensi yang 

merupakan salah satu komponen pembentuk capaian SMART. 
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B. Realisasi Anggaran 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Pada tahun 2024, KPP Pratama Bandung Cicadas merupakan penyumbang penerimaan pajak 

dengan capaian tertinggi ke-7 KPP se-Kanwil Jawa Barat I, dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 

100.09%. Dengan ini, KPP Pratama Bandung Cicadas telah memenuhi target penerimaan pajaknya 

selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 

Seluruh materi yang tersaji dalam Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Cicadas merupakan perpaduan antara sebuah komitmen dan tanggung jawab dari sebuah 

institusi pemerintah kepada semua pihak. Komitmen dan tanggung jawab tersebut tidak saja 

diwujudkan dalam ukuran-ukuran yang besifat kuantitatif seperti pemenuhan target penerimaan, 

namun lebih penting adalah sejauh mana institusi tersebut bermanfaat bagi semua pihak (stakeholders) 

yang terlibat di dalamnya. 

Dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik 

kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun kepada semua pihak yang terkait dengan tugas 

dan fungsi KPP Pratama Bandung Cicadas, sehingga dapat memberikan umpan balik guna 

peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. 
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